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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan
Barat. Bentuk penelitian deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari
Badan Pusat Statistik dan data yang digunakan yaitu data panel dalam kurun waktu 10 tahun,
dari tahun 2013-2022. Metode yang digunakan regresi linear berganda dan pengujian hipotesis
(uji t, wji F dan koefisien determinasi) dengan bantuan E-views 10. Hasil uji t dalam penelitian
menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah,
jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kemudian uji F
menunjukkan bahwa PDRB dan jumlah penduduk bepengaruh signifikan terhadap belanja
daerah sedangkan nilai koefisien determinasi (R?) adalah 0,299620 atau 29,96%. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel PDRB dan jumlah penduduk dalam menjelaskan belanja daerah
sebesar 29,96% sisanya dijelaskan oleh faktor atau variabel lainnya diluar penelitian ini.
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1. Introduction

Indonesia adalah negara kesatuan, terdiri atas sejumlah provinsi, kabupaten dan kota.
Untuk peningkatan efektivitas serta efisiensi menyelenggaraan pemerintahan daerah,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah memberikan
wewenang kepada provinsi, kabupaten dan kota untuk mengelola dan mengendalikan
pemerintahannya sendiri. Adapun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia ialah
desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam
mengatasi masalah-masalah yang dapat menghambat pertumbuhan stabilitas ekonomi. Selain
pelimpahan kewewenangan pemerintah pusat kepada daerah, desentralisasi juga diperlukan
untuk meningkatkan keikutsertaan warga dalam pemakaian sumber daya dengan efisien.
Termasuk pada wewenang dari desentralisasi fiskal yaitu APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah).

Deswantoro et al. (2017) menjelaskan bahwa pemerintah akan mengubah fokus pada
pembangunan perekonomian mulai membangun infrastruktur pada pengeluaran bagi
kegiatan sosial misalnya program perawatan bagi orang tua (program posyandu lanjut usia)
serta layanan kesehatan masyarakat. Pengeluaran-pengeluaran ini kemudian akan diwujudkan
melalui anggaran daerah. Belanja daerah berisikan belanja langsung serta belanja tidak
langsung. Pembelanjaan yang berkaitan langsung pada kegiatan atau agenda yang
dilaksanakan dikenal sebagai belanja langsung. Pengeluaran ini umumnya berupa membeli
barang ataupun jasa yang diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan atau program seperti
pembelanjaan barang serta jasa, belanja modal serta belanja pegawai. Sementara itu belanja
yang tidak berkaitan langsung pada kegiatan atau program yang dilaksanakan melainkan tetap
diperlukan untuk mendukung kegiatan atau program tersebut disebutkan belanja tidak
langsung. Pengeluaran ini umumnya termasuk ke dalam bentuk pembelian aset tetap atau
pembayaran hutang dan bunga seperti belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan
keuangan, belanja bunga, belanja bagi hasil, belanja pegawai, bantuan sosial, serta

pembelanjaan tidak diduga yang diambil untuk pembangunan infrastruktur.

Manfaat utama belanja daerah yaitu untuk membiayai dan meningkatkan pembangunan,
mencakup aspek ekonomi, pelayanan umum, ketertiban, pertahanan, serta keamanan,
perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan, kesehatan, perumahan serta pemukiman,
pariwisata serta kebudayaan, agama, perlindungan sosial juga pendidikan. Pembangunan
wilayah di pulau Kalimantan, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara masih dalam upaya
pembangunan oleh pemerintah pusat dalam hal kesejahteraan maupun perekonomian
daerahnya. Oleh karena itu pembangunan wilayah di pulau Kalimantan telah menjadi fokus
utama pemerintah Indonesia di sejumlah periode sebelumnya. Ini dikarenakan implementasi
kebijakan desentralisasi fiskal dan faktor yang mendorong pencapaian belanja daerah yang
efisien. Permasalahan di Provinsi Kalimantan Barat yang terjadi salah satunya adalah masalah
keterbatasannya anggaran yaitu terjadinya ketimpangan anggaran belanja daerah dan
infrastruktur pada setiap daerah yang ada. Pada gambar 1 menunjukkan tingkat realisasi
belanja pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 hingga
pada 2022.
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Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Barat, 2023, data diolah

Gambar 1 Realisasi Belanja Pemerintah di Kalimantan Barat Tahun 2013-2022

Merujuk pada gambar 1 memperlihatkan perealisasian belanja pemerintah di Provinsi
Kalimantan Barat periode 2013 hingga pada 2022 berfluktuasi tiap tahun, bisa terlihat di
periode 2013-2020 jumlah realisasi belanja pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat
mengalami peningkatan, tetapi di periode 2021-2022 mengalami penurunan. Hal tersebut
tentunya akan menyebabkan ketimpangan pada pengalokasian belanja pemerintah ke daerah
schingga pembangunan infrastruktur menjadi tidak merata. Pemerintah daerah diharapkan
mampu untuk membiayai hal yang berkenaan dengan penyelengaraan pemerintahan di
wilayahnya dan diwajibkan untuk mengelola sumber pendapatan daerah secara efisien
(Suharlina, 2018). Dimana dalam pengalokasian belanja pemerintah ke daerah ini semestinya
dirasakan oleh seluruh masyarakat daerah baik pada tingkat kabupaten sampai pada tingkat
desa yang sulit untuk dijangkau juga turut merasakan pembangunan infrastrukrur yang ada.

Tingginya tingkat realisasi belanja daerah dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya
yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Gorahe et al. (2018) makin besar Produk
Domestik Regional Bruto sebuah wilayah, makin tinggi kapasitas pendapatan daerahnya dan
meningkatnya pemasukan ini bisa dipergunakan dalam mendukung agenda pembangunan di
wilayah tersebut. Oleh karena itu, apabila PDRB mengalami kenaikan, belanja daerah juga
akan meningkat. Itu tentu saja dapat memengaruhi pelaksanaan belanja daerah, karena PDRB
(Produk Domestik Regional Bruto) pada dasarnya mencerminkan pertumbuhan
perekonomian sebuah wilayah yang positif. Wagner memaparkan mengenai belanja daerah
bahwa pertumbuhan ckonomi dapat mempengaruhi belanja pemerintah secara positif
schingga aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung meningkat. Dengan demikian
akan mendorong pengeluaran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik bagi
masyarakat (Solikin, 2018). Namun, perlu diakui bahwa kesenjangan perekonomian diantara
kawasan juga menjadi peristiwa yang tak dapat dihindari. Dimana perlu diketahui bahwa
tingginya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada sebuah daerah belum tentu
mengindikasikan adanya distribusi pendapatan yang merata di dalam daerah tersebut, ketika
adanya ketimpangan yang signifikan antara pendapatan tinggi dan rendah pemerintah daerah
dihadapkan dengan kesulitan dalam mengelola belanja daerah. Sehingga pemerintah daerah
mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan mendasar dan memberikan pelayanan
publik yang memadai kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu timbulnya kesenjangan
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antar daerah yang menyebabkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak terwujud.
Pada gambar 2 menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022.
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Gambar 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Kalimantan
Barat Tahun 2013-2022

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa nilai produk domestik regional bruto di Provinsi
Kalimantan Barat, terjadinya kenaikan angka PDRB pada Provinsi Kalimantan Barat selama tujuh
tahun yaitu dilihat pada tahun 2013-2019 yang dimana memiliki peran yang besar dalam peningkatan
perekonomian suatu wilayah, namun di periode 2020 nilai PDRB dialaminya penurunan yang pada
saat itu juga adanya wabah Covid-19 yang melanda schingga perekonomian menjadi tidak stabil
bahkan pendapatan dan pemasukan daerah pun menurun yang sedikit signifikan. Dalam periode
2021-2022 kembali dialaminya kenaikan nilai PDRB yang dipicu karena pemerintah mengeluarkan
kebijakan untuk memulihkan perekonomian daerah, pemerintah daerah punya peran serius untuk
pendorong efektivitas serta percepatan pembaruan perekonomian juga paham tentang komposisi
perekonomian didaerah, demografi serta keadaan sosial ekonomi masyarakat pada masa itu.
Kebijakan yang dilakukan tentunya untuk pengalokasian dana APBN guna memulihkan
perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor lain yang mempengaruhi realisasi belanja daerah yaitu jumlah penduduk, penduduk yang
mencakup semua individu yang memiliki status sebagai warga negara Indonesia atau warga asing yang
berdomisili diwilayah Indonesia dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh negara serta telah
telah berdomsili paling sedikit satu tahun. Perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat
akan menyebabkan meningkatnya jumlah serta mutu sarana serta infrastruktur publik sehingga
membutuhkan anggaran yang semakin besar (Sutjipto, 2019). Malthus mengungkapkan bahwa
peningkatan jumlah penduduk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, dalam kondisi
optimal, pertumbuhan penduduk justru tidak memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi,
bahkan bisa menghambatnya (Suhandi et al., 2018).

Dengan demikian pemerintah daerah mesti merealisasikan anggaran belanja daerahnya secara
efektif agar mengurangi beban pelayanan publik yang mana makin besar kapasitas warga pada sebuah
wilayah jadi makin banyak juga permintaan terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan,
transportasi, keamanan, dan infrastruktur sehingga pemerintah daerah harus mengalokasikan
anggaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan ditiap-tiap daerah. Jika tidak ada penyesusaian
yang tepat dalam belanja daerah maka akan menimbulkan defisit dalam penyediaan layanan yang
memadai bagi masyarakat. Jumlah penduduk yang relatif tinggi dapat menyebabkan keterbatasan
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sumber daya yang tersedia untuk belanja daerah, dimana pemerintah daerah tidak dapat menghasilkan
pendapatan yang cukup dati pajak dan transfer pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan mengalami
keterbatasan dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.
Oleh karena adanya masalah tersebut maka kemakmuran dan kesejahteran masyarakat tidak terwujud.
Pada gambar 3 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun
2013-2022.
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Gambar 3 Jumlah Penduduk di Kalimantan Barat Tahun 2013-2022

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada Provinsi Kalimantan Barat
sepanjang sepuluh periode terakhir terjadi peningkatan tiap periodenya, hal ini terjadi karena jumlah
kelahiran lebih banyak dari kematian, perpindahan penduduk dari dalam dan luar negeri bahkan yang
melakukan migrasi maupun emigrasi. Dilihat dari tahun 2013 sampai 2022 jumlah penduduk
mengalami peningkatan sebanyak 899.983 jiwa orang.

2. Literature Review

2.1 Teori Wagner

Wagner menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan indikator yang digunakan yaitu
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan mempengaruhi belanja pemerintah secara positif
sehingga aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung mengalami peningkatan (Wagner
dalam Pasaribu & Septriani, 2021). Ukuran tersebut diungkapkan melalui pendapatan perkapita
penduduk, yang disertai dengan peningkatan pengeluaran pemerintah dalam penyediaan barang dan
jasa publik untuk masyarakat. Wagner juga mengemukakan bahwa pengeluaran dan aktivitas
pemerintah cenderung meningkat seiring waktu yang dikenal sebagai hukum peningkatan peran
pemerintah. Inti dari teori ini adalah semakin bertambahnya peran pemerintah dalam kegiatan
ekonomi dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, apabila terjadi
peningkatan pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, maka relatifnya pengeluaran
pemerintah juga akan turut bertambah, teruatama sebab pemerintah harus mengatur berbagai
hubungan yang muncul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, kebudayaan, rekreasi dan lain-lain.
Wagner percaya bahwa perkembangan ekonomi memengaruhi pengeluaran negara, dan bukan

sebaliknya.

Perkembangan ekonomi berpengaruh pada pertumbuhan penduduk, pendapatan dan
kecenderungan stabilisasi. Ketiga faktor ini akan mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah.
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Seperti, peningkatan jumlah penduduk akan menimbulkan kebutuhan akan peningkatan fungsi
administratif dan keamanan, sementara peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan akan
fungsi budaya dan kesejahteraan. Selain itu, kegagalan pasar dalam bentuk monopoli akan mendorong
perlunya pemerintah untuk menyediakan barang publik. Dalam konteks hukum Wagner, beberapa
alasan peningkatan pengeluaran pemerintah dapat dilihat, termasuk peningkatan dalam fungsi
pertahanan, keamanan dan ketertiban, peningkatan dalam fungsi kesejahteraan, peningkatan dalam
fungsi perbankan serta peningkatan dalam fungsi pembangunan. Teori Wagner mengambil landasan
dari suatu teori yang yang dikenal sebagai organic theory of state, dimana pemerintah dianggap sebagai
entitas yang berdiri sendiri dan memiliki kebebasan untuk bertindak secara independen dari
masyarakat lainnya (Solikin, 2018).

2.2 Teori Malthus

Malthus mengungkapkan bila pertumbuhan populasi akan terus melebihi pertumbuhan bahan
makanan, kekhawatirannya terhadap krisis pangan berkaitan dengan kenyataan bahwa laju
pertumbuhan penduduk meningkat sementara produksi pangan hanya meningkat secara linear
(Malthus dalam Pieris, 2015). Ia percaya bahwa manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan
hidup, namun pertumbuhan produksi makanan berkembang jauh lebih lambat dibanding
pertumbuhan populasi. Tanpa pembatasan pada pertumbuhan populasi, akan terjadi kelangkaan
makanan, yang pada akhirnya akan menyebabkan kemelaratan dan kemiskinan. Dengan kata lain,
pertumbuhan populasi akan melampaui pertumbuhan sumber daya yang tersedia (Ruchmawati, 2017).
Oleh karena itu, teori ini menyiratkan bahwa di masa mendatang akan timbul berbagai masalah di
masyarakat secara alami, terutama karena tekanan yang terus-menerus dari pertumbuhan penduduk,
baik dalam hal aspek ruang dan hasil produksi. Dengan pertumbuhan populasi yang cepat, permintaan
tethadap berbagai layanan dan infrastruktur dasar, seperti pendidikan, perawatan kesehatan dan
fasilitas umum juga akan meningkat. Pengeluaran pemerintah harus meningkat untuk memenuhi
permintaan ini, schingga diperlukan kontrol atau pengawasan terhadap pertumbuhan penduduk
untuk menyeimbangkan pengeluaran pemerintah dengan permintaan yang ada agar kebutuhan

masyarakat dapat terpenuhi.

2.3 Konsep Belanja Daerah

Belanja daerah yang dikemukakan Afiah (2009) mencakup seluruh pembiayaan yang mengurangi
dana kas umum daerah dan merupakan tanggung jawab daerah dalam periode anggaran tertentu,
tanpa adanya pengembalian dana tersebut oleh daerah. Terdapat dua kategori pengeluaran daerah,
yaitu pengeluaran langsung yang terikat dengan langsung pada pada pelangsungan agenda serta
pengeluaran tidak langsung merupakan bagian pada tugas utama serta fungsinya, namun tidak secara

langsung terhubung pada pelangsungan programnya.

Belanja daerah menjurus kepada seluruh kewajiban yang dianggap oleh pemerintah daerah
yang mengurangi angka kekayaan bersih selama periode tahun anggarannya. (Bawono, 2012). Belanja
daerah dipergunakan dalam melakukan berbagai tugas pemerintahan yang jadi tanggung jawab dari
entitas provinsi atau kabupaten/kota. Tugas-tugas ini berisikan dua kategori, yakni urusan wajib dan
urusan pilihan. Urusan wajib mencakup aspek yang sangat penting dan berkaitan dengan hak serta
pelayanan dasar yang harus diberikan kepada penduduk oleh pemerintah daerah. Sementara itu,
urusan pilihan melibatkan tanggung jawab pemerintahan yang lebih spesifik dan memiliki potensi
dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, berdasarkan pada karakteristik, keunikan, dan
potensi daerah tersebut. Contoh-contoh urusan pilihan mencakup sektor-sektor seperti patiwisata,

pertambangan, perkebunan, perikanan, perhutanan serta pertanian (Bawono, 2012).
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2.4 Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi yakni fenomena peningkatan produksi per kepita dalam jangka panjang
(Boediono dalam Arifianto, 2013). Dalam konteks ini, penekanan diberikan pada proses karena
memuat unsur yang bergerak dinamis (Amiri et al., 2015), perkembangan ekonomi daerah terkait
PDRB yang mencakup semua barang serta layanan yang dihasilkan melalui kegiatan ekonomi dan
berlangsung pada kawasan domestik, tanpa mempertimbangkan apakah faktor produksinya diberikan
ataupun dipunyai dari warga wilayah tersebut. PDRB yakni nilai tambah yang diperolehkan dari
sejumlah aktivitas perekonomian dalam sebuah wilayah (Saberan dalam Herwin, 2022).

Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdiri atas 4 kata, yakni “produk” terdapat
pada total nilai produksi barang dan jasa, “domestik” yang tergambar pada perhitungan nilai produksi
dalam wilayah tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksi, “regional” yang artinya
menghitung nilai produksi yang diwujudkan dari masyarakat tidak mempertimbangkan lokasi aspek
produksi serta “bruto” megindikasikan perhitungan nilai produksi sebelum dikurangi biaya
penyusutan.

Dengan berlandaskan pada empat definisi tersebut, maka PDRB bisa dimaknai jadi nilai dari
semua barang serta layanan yang dihasilkan pada suatu negara untuk jangka waktu satu tahun. Melalui
teori ekonomi, disebutkan kuantitas nilai produksi termasuk sekaligus jumlah pendapatan dan
pengeluaran. Sehingga Produk Domestik Regional Bruto meningkatkan kesejahteraan kepuasan
hidup karena memungkinkan masyarakat memiliki akses terhadap produk dan jasa yang beragam
(Weckroth et al., 2015). PDRB dari perspektif pendapatan mengacu pada total pendapatan yang
terdiri dari bagian nilai tambah seperti sewa tanah, upah, serta keuntungan usahanya. Sementara itu,
PDRB pada perspektif pengeluaran mencakup semua pengeluaran yang dilakukan dari pemerintah,
rumah tangga, serta lembaga non-profit, tergolong pembentukan nilai. Adapaun upaya dalam
mengukur perkembangan perekonomian yakni melalui melihat pertumbuhan PDRB yang di ukur
dengan harga konstan karena ini mengabaikan fluktuasi hatga dan mencerminkan perubahan riil yang
tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Menurut (Arifin, 2009) angka Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) bisa didapat dengan tiga pendekatan yakni:

1. Pendekatan produksi, yang menunjukkan total nilai tambah dati barang dan jasa akhir yang
dihasilkan dari sejumlah unit produksi dalam suatu kawasan atau provinsi selama periode waktu

khusus;
2. Pendekatan pengeluaran, yang mencakup penjumlahan seluruh komponen permintaan terakhir;

3. Pendekatan pendapatan, yang melihat balas jasa yang diterima dari berbagai faktor yang tetlibat
pada proses produksi untuk sebuah kawasan sepanjang periode tertentu.

2.5 Konsep Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu indikator paling signifikan dalam suatu negara. Pertumbuhan
penduduk adalah hasil dari interaksi dinamis antara faktor-faktor yang memicu peningkatan populasi
dan faktor-faktor yang menguranginya. Tingkat pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh laju
kelahiran bayi yang baru lahir (penambahan penduduk), namun sekaligus juga dipengaruhi oleh
tingkat kematian dalam berbagai kelompok umur. Pada saat yang bersamaan, migrasi juga berperan,
dimana imigrasi (kedatangan penduduk baru) akan meningkatkan populasi, sementara emigrasi
(kepergian penduduk) akan menguranginya. Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dijelaskan
oleh empat komponen utama, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), imigrasi, dan emigrasi
(Wirosuhardjo, 2010).

Kelahiran (fertilitas) mengacu pada kapasitas seorang wanita untuk memberikan kelahiran, yang
tercermin dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Kematian (wortalitas) adalah kejadian di mana tanda-



Jurnal Ekonomi-Qu 14 No.2 (2024) - 18

tanda kehidupan menghilang secara permanen dan ini bisa terjadi kapan saja setelah kelahiran.
Sementara itu, migrasi melibatkan perpindahan yang cepat dan dapat berdampak secara relatif

permanen dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Para ckonom Kklasik, diantaranya Adam Smith memiliki pandangan bahwa pertumbuhan
penduduk sebagai potensi input dengan manfaat untuk meningkatkan hasil produksi rumah tangga.
Dengan meningkatnya jumlah masyarakat, tentu akan memperbanyak lapangan kerja. Namun,
ckonom lain seperti Robert Malthus berpendapat bahwa dalam keadaan awal, peningkatan jumlah
penduduk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, dalam kondisi optimal, pertumbuhan
penduduk tidak akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, bahkan bisa menghambatnya
(Suhandi et al,, 2018). Pertumbuhan penduduk mendorong munculnya permasalahan dalam
perekonomian, sosiologis dan psikologis yang berkaitan erat dengan kondisi keterbelakangan serta
akan menghambat prospek kehidupan yang lebih baik.

3. Methods

Metode kuantitatif digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan data berupa angka dan
diolah menggunakan teknik analisis stazistic yang bersifat deskriptif, yang bertujuan memberikan
gambaran tentang suatu vatriabel dari penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Provinsi
Kalimantan Kalimantan Barat yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2022 selama periode 10 tahun. Data
sekunder digunakan dalam penelitian ini berupa data panel yang menjadi perpaduan antara data zme
series dan data cross section, yang dimana terdapat komponen yang sama pada cross section dapat dihitung
pada waktu yang berbeda. Pada penelitian ini data panel berasal dari realisasi belanja pemerintah,
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Barat yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitaif dan pengolahan data menggunakan
program E-views 10. Adapun persamaan regresi linear berganda yang digunakan (Gujarati, 2013):
LOG(Belanja Daerah) = oo + LOG(PDRB)+ LOG(Jumlah Penduduk)+ eit

4. Results and Discussion
4.1 Hasil

4.1.1.  Uiji Asumsi Klasik
41141 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya hubungan hubungan
yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam suatu model. Model
yang baik harus bebas dati gejala multikolinearitas. Caranya yaitu dengan melihat VIF (1 ariance
Inflation Factor) dengan ketentuan VIF kurang dari 10. Adapun hasil uji multikolinearitas dapat
dilihat pada tabel 2.

Tabel 1 Uji Multikolinearitas

Variable VIF
LOG(PDRB) 7,780291
LOG(P) 7,780291

Sumber: Data diolah, Eviews 10 (2024)

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa nilai VIF (I ariance Inflation Factor) pada variabel PDRB
dan jumlah penduduk masing-masing menunjukkan nilai sebesar 7,780291 yang dimana nilai tersebut
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kurang dari 10 (<10). Oleh karena itu, bisa disimpulkan bila tidak ditemukan gejala multikolinearitas

pada variabel independen dalam penelitian ini.

4.1.2  Uji Regresi Linear
4.1.21 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk melakukan pengolahan data dan analisis data, akan tetapi
sebelum itu dilakukan terlebih dahulu pemilihan model regresi yang tepat. Ada tiga model yang dapat
digunakan untuk menganlisis regresi tersebut diantaranya Common Effect Mode! (CEM), Fixed Effect
Mode!/ (FEM) dan Random Effect Mode/ (REM). Dalam menentukan model tersebut perlu dilakukan uji
chow, uji hausmant dan uji lagrange multiplier pada aplikasi Eviews. Adapun hasil dari estimasinya
pada tabel 3 berikut.

Tabel 2 Hasil Uji Model Regresi

Jenis Uji Prob. Keputusan
Uji Chow 0,0423 Fixed Effect Model
Uji Hausman 0,1587 Random Effect Model
Uiji Lagrange Multiplier 0,4575 Common Efffect Model

Sumber: Data diolah, Eviews 10 (2024)

Berdasarkan tabel 3 probabilitas pada Uji Chow berjumlah 0,0423 dimana p-value tersebut
lebih rendah dari pada nilai taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 (p-value < 0,05), berarti
pada tahap ini FEM lebih baik dibandingkan dengan CEM. Selanjutnya probabilitas pada Uji
Hausman didapatkan sebesar 0,1587 dimana p-value tersebut lebih besar dari pada taraf signifikansi
0,05 (p-value > 0,05), berarti REM lebih baik daripada FEM. Kemudian probailitas pada Uji Lagrange
Multiplier didapatkan sebesar 0,4575 dimana p-value tersebut lebih besar dari pada nilai taraf
signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 (p-value > 0,05), berarti pada tahap ini CEM lebih baik
daripada dengan REM. Artinya model yang akan diaplikasikan guna mengestimasikan data pada
penelitian ini yaitu Common Effect Model (CEM).

41.2.2 Hasil Regresi Linear

Hasil estimasi yang telah diperoleh dari regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4
sebagai berikut.

Tabel 3 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Variable Coefficient t-Statistic Prob. F-Statistic Prob. R2
C 10,75833  8.163214 0,000
LOG(PDRB)  -0,088502  -0364700 07159 2230403 0,000000 0,299620

LOG(JP) 0,904403 2,752060 0,0067

Sumber: Data diolah, Eviews 10 (2024)

Berdasarkan hasil regresi Common Effect Mode! pada tabel 4 dapat dilihat hasilnya yaitu koefisien
untuk variabel PDRB sebesar -0,088502, variabel JP sebesar 0,904403 dan hasil koefisien daripada
konstanta yaitu sebesar 10,75833 sehingga didapatlah persamaan regresinya sebagai berikut.

LOG(BD;) = 10,75833-0,008502PDRB + 0,904403]JP

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas dapat diinterpretasikan hubungan serta
pengaruhnya terhadap belanja daerah di provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut.

a). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
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Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien PDRB sebesar -0,088502 menunjukkan
arah negatif maknanya terjadi penurunan, artinya jika PDRB mengalami kenaikan 1%, maka belanja

daerah mengalami penurunan sebesar 0,088502 persen dengan asumsi jumlah penduduk konstan.
b). Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien jumlah penduduk sebesar 0,904403
menunjukkan arah positif maknanya terjadi peningkatan, artinya jika jumlah penduduk mengalami
kenaikan 1%, maka belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 0,904403 persen dengan asumsi
PDRB konstan.

4.1.3  Uji Hipotesis
4.1.3.1 Uji t-Statistik
Berdasarkan hasil uji t-statistik pada tabel 4 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Variabel PDRB menunjukkan t-statistik sebesar -0,364700 dengan nilai probabilitas sebesar
0,7159 lebih besar dari taraf signifikan 0,05 maka Hj diterima dan H; ditolak. Berarti PDRB
mempunyai arah hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi
Kalimantan Barat.
2. Jumlah Penduduk
Variabel jumlah penduduk menunjukkan t-statistik 2,752060 dengan nilai probabilitas 0,0067
lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka Ho ditolak dan H; diterima. Berarti jumlah penduduk
mempunyai arah hubungan positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Kalimantan
Barat.
4132 Uji F-Statistik
Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai F-statistik sejumlah 29,30403 dan nilai probabilitas
sejumlah 0,000000 yang mana lebih rendah dati o = 0,05 jadi variabel PDRB dan jumlah penduduk
berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di provinsi Kalimantan Barat.

4133 Koefisien Determinasi (R?)

Berdasarkan tabel 4 yang dilakukan pengujian common effect model pengaruh variabel
independen terhadap dependen diperoleh nilai R? sebesar 0,299620 artinya kemampuan variabel
PDRB dan jumlah penduduk dalam menjelaskan variabel belanja daerah sebesar 29,96% dan 70,04%

sisanya dijelaskan oleh faktor atau variabel lainnya yang berada diluar model dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan
421  Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah di Provinsi
Kalimantan Barat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hubungannya negatif dan tidak berpengaruh
terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini mengindikasikan
bahwa PDRB yang meningkat maka belanja daerah akan turun, dimana PDRB di Kalimantan Barat
mengalami kanaikan dari tahun 2013-2022. Ketika PDRB suatu daerah mengalamipenurunan atau
pertumbuhan yang lambat, hal ini dikarenakan kurangnya dana yang ada menghambat berbagai

program pembangunan.

Pemerintah daerah cenderung mengalami tekanan keuangan yang lebih besar yang memaksa
pemerintah daerah untuk melakukan pemotongan anggaran, yang berakibat pada pengurangan
layanan publik, penundaan proyek infrastruktur dan pemutusan hubungan kerja bagi pegawai
pemerintah. Penurunan PDRB bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan produksi
industri kreatif, penurunan investasi, atau perubahan dalam kondisi ekonomi global maupun lokal.

Dalam situasi ini, pemerintah daerah sering kali harus menghadapi pendapatan yang lebih rendah dari
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PDRB sehingga membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai program-program

publik.

Tidak terdapat pengaruh terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam
PDRB tidak secara kuat mempengaruhi perubahan dalam belanja daerah, kondisi demikian tentunya
disebabkan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pengeluaran pemerintah seperti
alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah, kebijakan pembangunan regional dan kondisi sosial
ckonomi masyarakat. Pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada daerah melalui berbagai
program dan skema tranfer dana yang nantinya alokasi dana ini dapat memainkan peran penting
dalam menentukan tingkat belanja daerah di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah memiliki
kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan di wilayahnya. Kebijakan-
kebijakan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan
sektor kesehatan dapat berdampak signifikan pada pola belanja daerah. Meskipun PDRB menurun,
belanja daerah akan tetap stabil atau bahkan meningkat jika pemerintah daerah memutuskan untuk
tidak mengubahalokasi dana atau melakukan pemangkasan belanja pada sektor tertentu. Hal ini
dikarenakan ketika ekonomi suatu daerah berkembang, maka pemerintah Kalimantan Barat
cenderung mengurangi pengeluaran untuk kegiatan pembangunan dan pelayanan publik serta
pengalokasian dana dari kenaikan PDRB juga tidak cukup untuk anggaran belanja daerah di Provinsi
Kalimantan Barat. Oleh karena itu, hipotesis yang mengungkapkan bila terdapat pengaruh positif dan
signifikan PDRB terhadap belanja daerah ditolak.

Hasil temuan ini tidak sejalan dengan teori Wagner yang mengungkapkan bila pertumbuhan
ckonomi dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempengaruhi belanja
pemerintah secara positif sehingga aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung meningkat
dan meningkatnya pengeluaran pemerintah terkait penyediaan barang dan jasa publik bagi masyarakat.
Hasil ini bertentangan dengan temuan penelitian Gorahe et al., (2018), Arioyuda & Sbm (2020), Huda
(2020), Ramadhan & Umiyati (2021), Sagala & Malau (2023), Pratami & Dwirandra (2017), Harjiyanti
(2015), Fatharani et al., (2022) dan Malau et al., (2023). Namun selaras dengan penelitian Putrisandya
& Dewi (2019) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif namun tidak signifikan
diakibatkan oleh adanya peningkatan PDRB yang memproksikan pertumbuhan ekonomi namun
anggaran belanja daerah dialokasikan guna mendanai belanja pegawai dan biaya langsung lain,
schingga anggaran belanja daerah hanya bersumber dari transfer dana yang dikirimkan oleh
pemerintah pusat.

422 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat
Berdasarkan hasil penelitian jumlah penduduk mempunyai hubungan positif dan berpengaruh
terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini mengindikasikan
bahwa jika terjadi peningkatan pada jumlah penduduk maka belanja daerah juga akan turut meningkat,
dimana selama 10 tahun terakhir jumlah penduduk di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan
dari tahun 2013-2022. Hal ini diartikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Barat yang kian meningkat akan semakin meningkatkan jumlah anggaran belanja daerah
dalam rangka mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik, tentunya akan
menandakan adanya pengaruh jumlah penduduk terhadap alokasi anggaran belanja daerah dalam
mendanai pembangunan berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, fasilitas sosial, fasilitas
pendidikan, fasilitas umum dan sejumlah fasilitas lainnya. Dalam hal ini, belanja daerah cenderung
meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian

meningkat.

Pertumbuhan jumlah penduduk juga akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak dan
pendapatan lainnya bagi pemerintah daerah. Dengan adanyapeningkatan jumlah penduduk, potensi
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pajak seperti pajak properti, pajak penjualan, dan pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat.
Selain itu, pendapatan dari sektor usaha juga dapat meningkat seiring dengan meningkatnya
permintaan barang dan jasa oleh penduduk yang lebih banyak. Dengan pendapatanyang meningkat,
pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya guna dialokasikan ke dalam belanja daerah.
Sehingga pertumbuhan jumlah penduduk dapat memicu perkembangan ekonomi lokal dan
peningkatan investasi. Dengan populasi yang bertambah, potensi pasar untuk pelaku usaha lokal
menjadi lebih besar, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Seiring dengan itu, investasi dalam pembangunan infrastruktur dan pengembanganindustri lokal juga
dapat meningkat, yang kemudian akan berkontribusi pada peningkatan belanja daerah untuk
memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah.
Oleh karena itu, hipotesis yang mengungkapkan bila terdapat pengaruh positif dan signifikan jumlah
penduduk terhadap belanja daerah dapat diterima.

Jumlah penduduk yang tinggi menjadi indikator dalam upaya pembangunan tatanan daerah yang
tidak hanya berorientasi pada kemajuan semata, melainkan juga pertumbuhan yang berkelanjutan.
Jumlah penduduk yang besar akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pemerintah daerah,
sebab dalam perspektif pemerintah hal demikian dianggap sebagai salah satu aset guna meningkatkan
kualitas serta keterampilan individu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan
pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah untuk belanja daerah. Namun peningkatan ini juga
harus dikendalikan guna mencegah timbulnya permasalahan lain, misalnya seperti beban pembiayaan

dalam terlaksananya pembangunan infrastruktur dan fasilitas bagi masyarakat.

Hasil temuan ini sejalan dengan teori Malthus yang menyebutkan bahwa peningkatan penduduk
akan senantiasa lebih cepat datipada peningkatan bahan makanan, kekhawatirannya tentang krisis
pangan terkait dengan fakta bahwa laju pertumbuhan penduduk meningkat, sementara produksi
pangan hanya tumbuhsecara linear. Malthus beragumen bahwa jika pertumbuhan penduduk terus
meningkat tanpa kendali, maka akan terjadi kekurangan sumber daya yang akan mengakibatkan
kelaparan, penyakit, dan kematian yang signifikan. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah
strategis untuk mengelola dampak dari pertumbuhan penduduk yang cepat dengan menerapkan
kebijakan keluarga berencana yang efektif untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui
edukasi pentingnya perencanaan keluarga. Selain itu juga, pemerintah juga perlu meningkatkan
produktivitas pangan dengan menemukan solusi inovatif dalam produksi pangan serta mendorong
diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan potensi ekonomi seperti industri dan jasa yang
nantinya akan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tekanan pada potensi ekonomi

pertanian.

Pemerintah meningkatkan infrastruktur dasar, guna mendukung distribusi pangan yang lebih
efisien dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk memberdayakan masyarakat
sehingga dapat berkontribusi lebih efektif dalam perekonomian. Dengan demikian, peningkatan
jumlah penduduk dapat diimbangi dengan peningkatan produksi pangan dan pengelolaan sumber
daya yang lebih baik, sehingga krisis pangan yang dikhawatirkan oleh Malthus dapat dihindari. Hal ini
akan memastikan bahwa pertumbuhan penduduk menjadi kekuatan pendorong yang positif bagi
pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat.

Temuan tersebut juga selaras dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Hermanto (2017), Mooy
& Rahayu (2019), Ramadhan & Umiyati (2021), Januarti et al., (2022), Handayani et al., (2022),
Wahyuningtyas et al., (2022), Safaah et al., (2022) di Kalimantan Barat, Fatharani et al,, (2022) dan
Olivia (2023). Namun bertentangan dengan penelitian Setiyawan et al., (2019), Fajriati et al., (2021),
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Dahliah (2022), Gorahe et al., (2018) dan Malau et al,, (2023) yang emngungkapkan bila jumlah
penduduk tidak memberikan pengaruh terhadap belanja daerah.

5. Conclusions and Recommendations

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) dan jumlah penduduk tethadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Barat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh
terhadap belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan ketika ekonomi suatu
daerah berkembang, maka pemerintah cenderung mengurangi pengeluaran untuk kegiatan
pembangunan dan pelayanan publik serta pengalokasian dana dari kenaikan PDRB juga tidak

cukup untuk anggaran belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Jumlah penduduk memiliki hubungan positif dan berpengaruh terhadap belanja daerah di
Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan menurut pandangan pemerintah besarnya jumlah
penduduk merupakan salah satu aset guna mendorong peningkatan mutu serta keahlian atau
keterampilannya sehingga dapat menciptakan produktivitas tinggi dan mendorong peningkatan

pendapatan belanja daerah.

Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah harus mempertimbangkan strategi pengelolaan pendapatan yang lebih
efektif dan efisien untuk meningkatkan belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat
dilakukan dengan mengoptimalkan penggunakan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan
efisiensi pengeluaran untuk kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah
juga dapat mempertimbangkan penggunaan dana dari kenaikan PDRB untuk meningkatkan
belanja daerah.

2. Pemerintah diharapkan harus meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan keterampilan dan kemampuan penduduk. Hal ini dapat membantu meningkatkan
produktivitas dan pendapatan penduduk, serta meningkatkan belanja daerah di Provinsi
Kalimantan Barat.
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